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A. Pengelolaan Aset Daerah di Indonesia 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum 

yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 

1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami 

perubahan yang cukup mendasar. Perubahan dilatarbelakangi 

oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah 

dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah.  

Otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah 

mengurus urusan rumah tangganya sendiri secara demokratis 

dan bertanggung jawab dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 yang telah di perbaharui dengan Undang-Undang 

Nomor 23 tahun 2014 bahwa Otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perUndang-

Undangan.1 

Adanya kewenangan ini, pemerintah pusat tidak lagi 

mengurus kewenangan daerah. Pemerintah pusat hanya 

berperan sebagai pengawas dan penilai dalam pelaksanaan 

kewenangan masing-masing daerah. Hal ini telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, sebagai dasar hukum 

 
1 Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Edisi kedua, 

Yogyakarta : Andi Publisher. 
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A. Teori Sistem Hukum 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif 

dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur 

sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi 

hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). 

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi 

hukum meliputi perangkat perUndang-Undangan dan budaya 

hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut 

dalam suatu masyarakat. 

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: 

To begin with, the legal system has the structure of a legal 

system consist of elements of this kind: the number and size of 

courts; their jurisdiction. Structure also means how the 

legislature is organized, what procedures the police department 

follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section 

of the legal system, a kind of still photograph, with freezes the 

action. 

 

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini; 

jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis 

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik 

banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga 

berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan 

tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti 

oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) 

SISTEM HUKUM 
INDONESIA 
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A. Pengertian Pemerintah Daerah 

Pemerintah dalam bahasa Indonesia berarti pengarahan 

dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang 

dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. 

Bisa juga berarti lembaga atau badan yang menyelenggarakan 

pemerintahan negara, negara bagian, atau kota, dan 

sebagainya. 

Menurut W.S Sayre, pemerintah dalam definisi 

terbaiknya adalah sebagai organisasi dari negara yang 

memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya 

menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang 

paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk 

mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli 

praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya.30 

Selanjutnya, daerah adalah lingkungan pemerintah. 

Wilayah daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi, 

lingkungan kerja pemerintah, wilayah, selingkup tempat yang 

dipakai untuk tujuan khusus, tempat-tempat sekeliling atau 

yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota, tempat yang 

terkena peristiwa sama dan bagian permukaan tubuh.31 

Lain hal nya dengan C.F Strong yang menyebutkan 

bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana 

 
30 Inu Kencana Syafiie, Pengantar ilmu pemerintahan, Jakarta, Refika Aditama, 2010 

hal.5 
31 G. Setya Nugraha, R. Maulina f, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Surabaya, hal.145. 
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A. Pengelolaan Barang Milik Daerah 

1. Pengertian Barang Milik Daerah 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor KEP.225/MK/V/4/1971 Pasal 1 

dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 350/KMK.03/1994 serta Nomor 470/KMK.01/1994, 

bahwa yang dimaksud dengan barang-barang milik negara/ 

kekayaan negara adalah semua barang bergerak dan tidak 

bergerak yang dimiliki/ dikuasai oleh instansi pemerintah 

pusat yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban 

anggaran pendapatan dan belanja negara serta perolehan 

lain yang sah, dalam hal ini tidak termasuk kekayaan negara 

yang dipisahkan (yang dikelola BUMN) dan kekayaan 

pemerintah daerah.64 

Barang daerah adalah aset daerah berupa barang 

bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai 

Pemerintah Daerah yang sebagian atau seluruhnya dibeli 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta 

perolehan lain yang sah yang terdiri dari : 

a. Barang-barang yang dikuasai/dimiliki oleh pemerintah 

daerah dan barang-barang yang diserahkan 

penggunaannya/pemakaiannya kepada Instansi/ 

 
64 Pedoman Pengelolaan Barang Milik/ Kekayaan Pemerintah Daerah Tahun 2001, 

Jakarta, BP. Panca Usaha, hlm. 108. 

PENGELOLAAN DAN 
PENGHAPUSAN 
BARANG MILIK 

DAERAH 
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Aset atau barang milik daerah merupakan salah satu unsur 

penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelayanan kepada masyarakat. Barang milik daerah merupakan 

salah satu aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna 

menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah. Hal ini 

disebabkan dengan adanya barang milik daerah maka pencapaian 

pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan 

masyarakat pada umumnya dan masyarakat daerah pada 

khususnya. Oleh karena itu, barang milik daerah harus dikelola 

dengan baik dan benar sehingga terwujud pengelolaan barang 

milik daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta 

menjamin adanya kepastian nilai. Paradigma baru pengelolaan 

barang milik daerah juga menekankan pada penciptaan nilai 

tambah dari barang milik daerah yang dimiliki dan dikelola. 

Aset yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah 

tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga 

termasuk aset pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam 

rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintah daerah. Pengelolaan aset daerah harus ditangani 

dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi 

pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan 

keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, aset 

tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset 

URGENSI PENGHAPUSAN 
BARANG MILIK DAERAH 

OLEH BADAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 

DAN ASET DAERAH 



 

77 

BAB 

6 

 

 

A. Implementasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik 

Daerah  

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah 

yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut.98 Pengelolaan keuangan daerah 

meliputi keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, 

dan pengawasan keuangan daerah. Dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah disebutkan bahwa salah satu lingkup 

pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan barang milik 

daerah.99 

Pengaturan terkait pengelolaan barang milik 

negara/daerah sekarang ini diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah dan untuk di Kabupaten Manokwari lebih lanjut 

diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manokwari dan 

 
98 Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah. 
99 Pasal 3 PP Nomor 58 Tahun 2005. 

IMPLEMENTASI 
DAN IMPLIKASI 
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Setelah membaca buku ini kita mengetahui bahwa urgensi 

penghapusan barang milik daerah hanya menjadi beban anggaran 

dalam pemeliharaan dan pertanggungjawaban baik fisik maupun 

administrasi. Penghapusan barang milik daerah milik Pemerintah 

Daerah Kabupaten Manokwari didasarkan pada pertimbangan 

hukum, administrasi dan kondisi fisik barang. Penghapusan tidak 

berjalan optimal karena ketidaklengkapan dokumen serta 

ketidakjelasan fisik barang yang diusulkan untuk dihapuskan. 

Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan penghapusan barang milik daerah berupa kendaraan 

dinas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Manokwari, perlu adanya tingkatan kinerja khususnya 

dalam bidang aset dan perlu menambah sumber daya manusianya 

guna meringankan pekerjaan dalam tata kelola aset daerah. Selain 

itu juga diperlukan penetapan regulasi yang berkaitan mekanisme 

penghapusan Barang Milik Daerah dengan tindak lanjut 

pemindahtanganan melalui penjualan dan standar operasional 

prosedur (SOP) tentang penghapusan barang milik daerah dari 

daftar barang inventaris. 
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